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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P. 51/Menhut-II/2010 
TENTANG 

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengamanatkan setiap 
Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana 
Strategis Kementerian/Lembaga Negara (Renstra-K/L) 
sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN);  

b. bahwa dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kehutanan, terdapat penambahan 1 (satu) 
unit eselon I yaitu Badan Penyuluhan dan Pengembangan 
Sumberdaya Manusia Kehutanan beserta unit kerja di 
bawahnya, dan beberapa perubahan nomenklatur unit 
eselon I dan II; 
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c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka 
dipandang perlu menyempurnakan Rencana Strategis 
Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 dengan 
Peraturan Menteri Kehutanan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3419); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun  2007  Tata Hutan 
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta 
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana 
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